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Sumber : Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbud Ristek, 2021 

Sumber : Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbud Ristek, 2021 
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MANAJEMEN PERUBAHAN

PENATAAN TATA LAKSANA

PENGUATAN SISTEM
MANAJEMEN SDM

PENGUATAN AKUNTABILITAS

PENGUATAN PENGAWASAN

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
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PEMENUHAN REFORM

Tim kerja ZI Komitmen dalam perubahan

Rencana pembangunan ZI Komitmen pimpinan

Pemantauan dan evaluasi ZI Membangun budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja 


Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap
perubahan
Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak

MANAJEMEN
PERUBAHAN
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Sumber : Kemenpan RB, 2022 

1
TUJUAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi
serta mindset  (pola pikir)  dan cultureset  (cara kerja)
individu ASN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN



PENATAAN
TATA LAKSANA
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2

PEMENUHAN REFORM

SOP kegiatan utama Pengaruh penyederhanaan birokrasi
terhadap peta proses bisnis

Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang terintegrasi

Keterbukaan Informasi Publik Transformasi digital memberikan nilai
manfaat

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
manajemen pemerintahan
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen
pemerintahan
Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja

Sumber : Kemenpan RB, 2022 

TUJUAN

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN



PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
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3

PEMENUHAN REFORM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi Kinerja individu

Pola mutasi internal Asesmen pegawai

Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi Pelanggaran disiplin pegawai

Penetapan kinerja individu

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM
aparatur
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM aparatur
Meningkatnya disiplin SDM aparatur
Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur
Meningkatnya profesionalisme SDM

TUJUAN

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sumber : Kemenpan RB, 2022 



PENGUATAN
AKUNTABILITAS
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4

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

TUJUAN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

PEMENUHAN REFORM

Keterlibatan pimpinan Meningkatnya capaian kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja Pemberian reward & punishment
atas dasar kinerja

Kerangka logis (penjabaran kinerja)

Sumber : Kemenpan RB, 2022 



PENGUATAN
PENGAWASAN
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5

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Meningkatkan sistem integritas

TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

PEMENUHAN REFORM

Gratifikasi Mekanisme pengendalian aktivitas utama

Penerapan SPIP Penanganan pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

Whistle Blowing System

Penanganan benturan
kepentingan

Sumber : Kemenpan RB, 2022 



PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
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6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih
murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik

TUJUAN

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

PEMENUHAN REFORM

Standar pelayanan Upaya dan/atau inovasi telah mendorong
perbaikan pelayanan publik

Budaya pelayanan prima Upaya dan/atau inovasi pada
perizinan/pelayanan telah dipermudah

Pengelolaan pengaduan Penanganan pengaduan pelayanan

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Peningkatan TI

Sumber : Kemenpan RB, 2022 



TIPS & TRIK 
PENCAPAIAN ZI-WBK
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Memastikan adanya komitmen pimpinan dalam
pembangunan ZI WBK

Pengisian LKE dan pemenuhan data dukung
yang diperlukan (LKE perlu di paraf Kepala unit
kerja untuk memastikan atas sepengetahuan
Kepala unit kerja; data dukung harus mudah
diakses)

Melakukan studi banding terhadap unit kerja
lain baik di lingkungan Kemendikbud maupun
Kementerian/Lembaga lain

Melakukan identifikasi layanan yang
diunggulkan dan inovasi yang dilakukan



TIPS & TRIK 
PENCAPAIAN ZI-WBK
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Sumber : Setditjen PAUDDasmen Kemdikbud Ristek, 2021 

Rutin melakukan survey terhadap kepuasan
stakeholder (internal dan eksternal) dan
persepsi anti korupsi

Menyelesaikan temuan BPK sebagai
persyaratan mendapatkan predikat ZI-WBK

Melakukan inovasi layanan di kala pandemi

Melakukan pemutakhiran informasi dalam
media sosial unit kerja sesuai kebutuhan



Penilaian dan Bobot LKE ZI Tahun 2022

LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS*
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*Sumber : Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbud Ristek, 2022



MANAJEMEN
PERUBAHAN1

LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



LEMBAR KERJA EVALUASI
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MANAJEMEN
PERUBAHAN1

A. PENGUNGKIT - I. PEMENUHAN
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LEMBAR KERJA EVALUASI

MANAJEMEN
PERUBAHAN1
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LEMBAR KERJA EVALUASI

MANAJEMEN
PERUBAHAN1
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LEMBAR KERJA EVALUASI

MANAJEMEN
PERUBAHAN1

A. PENGUNGKIT - II. REFORM



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENATAAN
TATA LAKSANA2
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN
TATA LAKSANA2

A. PENGUNGKIT - I. PEMENUHAN



17

DI
T. 

SE
KO

LA
H 

ME
NE

NG
AH

 P
ER

TA
MA

 - 
20

22

LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN
TATA LAKSANA2
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN
TATA LAKSANA2
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN
TATA LAKSANA2

A. PENGUNGKIT - II. REFORM
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN
TATA LAKSANA2



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3

A. PENGUNGKIT - I. PEMENUHAN
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM3

A. PENGUNGKIT - II. REFORM



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGUATAN
AKUNTABILITAS4
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
AKUNTABILITAS4

A. PENGUNGKIT - I. PEMENUHAN
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
AKUNTABILITAS4
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
AKUNTABILITAS4

A. PENGUNGKIT - II. REFORM



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGUATAN
PENGAWASAN5
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5

A. PENGUNGKIT - I. PEMENUHAN
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5

A. PENGUNGKIT - II. REFORM
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENGUATAN
PENGAWASAN5



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6

A. PENGUNGKIT - I. PEMENUHAN
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6
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LEMBAR KERJA EVALUASI

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK6
A. PENGUNGKIT - II. REFORM



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

B. HASIL 

I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA



LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
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B. HASIL



AGEN PERUBAHAN



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen
Perubahan di Instansi Pemerintah; dan
Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Agen
Perubahan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset,
dan teknologi republik indonesia nomor
164/p/2021 tentang panduan agen perubahan di
kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan
teknologi

1.

2.

3.

4.

AGEN PERUBAHAN
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DASAR HUKUM



Agen Perubahan adalah individu atau
kelompok terpilih yang menjadi pelopor
perubahan dan sekaligus dapat menjadi

contoh dan panutan dalam berperilaku yang
mencerminkan integritas dan kinerja yang

tinggi di lingkungan organisasinya.

AGEN PERUBAHAN ?

46

DI
T. 

SE
KO

LA
H 

ME
NE

NG
AH

 P
ER

TA
MA

 - 
20

22

SIAPA ...

Individu adalah pimpinan
dan/atau pegawai instansi

pemerintah

Kelompok adalah kumpulan dari
individu-individu dalam suatu

instansi pemerintah yang memiliki
tujuan yang sama.

Forum Agen Perubahan adalah
pertemuan para Agen Perubahan sebagai
sarana komunikasi bagi Agen Perubahan

dalam pertukaran pengetahuan dan
pengalaman untuk mempercepat dan

memperkuat terjadinya perubahan pada
organisasi tersebut.



AGEN PERUBAHAN 
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K R I T E R I A

Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
pegawai.

Bertanggungjawab atas setiap tugas yang
diberikan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta
konsisten terhadap penegakan aturan disiplin
dan kode etik.

Mampu memberikan pengaruh positif bagi
lingkungan organisasinya.

Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan
tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



AGEN PERUBAHAN 
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MEKANISME PENETAPAN

Tahap Penjaringan Awal
oleh Pimpinan Unit Kerja

Tahap Asesmen
oleh Tim RBI

Tahap Penetapan Formal
oleh Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan unit kerja melakukan
seleksi internal kepada individu
organisasi yang akan menjadi
Agen Perubahan dari unit
kerjanya 
Hasil seleksi internal pimpinan
unit kerja disampaikan kepada
Tim RBI unit kerja
Tim RBI unit kerja melakukan
penelahan atas hasil seleksi
internal pimpinan unit kerja. 

Asesmen dilakukan dengan
tujuan mengetahui kepribadian
dan potensi kemampuan individu
sebagai Agen Perubahan. 
Penilaian dilakukan secara
sederhana, tidak memerlukan
biaya tinggi 
Hasil Asesmen digunakan
sebagai bagian bahan
pertimbangan pimpinan selain
hasil seleksi penjaringan awal
dalam menetapkan seorang
individu dapat menjadi Agen
Perubahan, serta untuk program
pengembangan dan pembinaan
lanjutan dalam meningkatkan
integritas dan kapabilitas individu
Agen Perubahan.

Penetapan formal dilakukan
dengan surat keputusan
pimpinan Instansi.
Keputusan Pimpinan Instansi,
minimal berisi tentang daftar
individu yang ditetapkan sebagai
Agen Perubahan, peran, tugas
dan fungsi Agen Perubahan serta
jangka waktu Agen Perubahan.



AGEN PERUBAHAN 
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PERAN & TUGAS

KATALIS

PENGGERAK
PERUBAHAN

PEMBERI
SOLUSI

MEDIATOR

PENGHUBUNG

Memberikan keyakinan kepada
seluruh pegawai di lingkungan
unit kerjanya masing-masing

tentang pentingnya perubahan
unit kerja menuju ke arah unit

kerja yang lebih baik

Mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk

ikut berpartisipasi dalam
perubahan menuju ke arah
unit kerja yang lebih baik

Memberikan alternatif solusi
kepada para pegawai atau
pimpinan di lingkungan unit

kerja yang menghadapi kendala
dalam proses berjalannya

perubahan unit kerja menuju
unit kerja yang lebih baik.

Membantu memperlancar
proses perubahan, terutama
menyelesaikan masalah yang
muncul dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi dan
membina hubungan antara

pihak-pihak yang ada di dalam
dan pihak di luar unit kerja

terkait dengan proses
perubahan

Menghubungkan komunikasi
dua arah antara para pegawai

di lingkungan unit kerjanya
dengan para pengambil

keputusan



AGEN PERUBAHAN 
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MEKANISME KERJA

Mekanisme
kerja dengan

pegawai
lainnya

Mekanisme
kerja dengan
sesama agen

perubahan

Mekanisme
kerja dengan
pimpinan unit

kerja

Mekanisme
kerja dengan

Tim RBI
Kementerian



Rencana yang disusun dan diimplementasikan oleh
masing-masing Agen Perubahan dalam
berperilaku melaksanakan tugas keseharian
dalam unit kerja masing-masing;
Rencana tindak harus disampaikan kepada
pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Tim
RB Kementerian.
Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan
subtansinya harus selaras dengan nilai-nilai
organisasi, isu strategis, rencana aksi, dan
roadmap RB kementerian;
Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus
memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan  yang
baik; dan
Rencana tindak individu Agen Perubahan dapat
terintegrasi dalam perilaku dan sasaran kerja
pegawai (SKP) individu pegawai.

1.

2.

3.

4.

5.
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PROSES BISNIS



(1)    diisi nomor urut. 
(2)   diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah
ditetapkan pimpinan organisasi dan akan
diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan. 
(3)   diisi dengan kondisi hasil perubahan yang
diwujudkan/dicapai oleh agen perubahan di
organisasi dalam periode tertentu. 
(4)   diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang
akan dicapai pada kolom (3).
(5)   diisi dengan angka target kinerja yang akan
dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4). 
(6)   diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka
mewujudkan perubahan yang ingin dicapai. 
(7)   diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan. 
(8)   diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya
memberikan keterangan penjelasan.
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FORMULIR RENCANA AKSI
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PENGUATAN

PEMBINAAN

PENINGKATAN
KAPASITAS

PENGHARGAAN

Pemahaman tentang program
pencegahan korupsi
Pemahaman tentang teori dan
implementasi integritas dan nilai-
nilai inti organisasi lainnya
Teknik dan strategi komunikasi
mempengaruhi orang lain
Materi lainnya yang terkait dengan
subtansi program reformasi
birokrasi
Pelayanan Publik

Pertukaran pengalaman
Workshop
Seminar
Pelatihan dengan materi tertentu
sesuai kebutuhan dan kegiatan lain
yang mengarah pada penguatan
integritas, jiwa korsa dan etos kerja.

Pemberian fasilitas kerja
Pemberian kesempatan melakukan
studi banding dalam/luar negeri
Tugas belajar
Bentuk-bentuk penghargaan
lainnya yang wajar
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PENGEMBANGAN

Peningkatan
kemampuan

Pelatihan; benchmarking; workshop;
seminar; Forum Group Discussion,

dan sebagainya

Peningkatan jumlah
Agen Perubahan

Rekruitmen baru dilakukan secara
berkala setahun sekali
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MONITORING & EVALUASI

Monev
Internal Agen

Perubahan

Setiap individu Agen Perubahan
memonitor perkembangan capaian hasil
dan proses pelaksanaan rencana tindak
individu dan kelompok Agen Perubahan
yang telah ditetapkan secara berkala.
Hasil pelaksanaan monev dituangkan
dalam bentuk laporan tertulis secara
sederhana. 
Laporan monev disampaikan kepada
pimpinan unit kerja, dengan tembusan
pimpinan unit Tim RBI

Monev
Eksternal Agen

Perubahan

Pelaksanaan monev dilakukan secara
berkala dan tahunan 
Pelaksanaan monev dilakukan melalui
penelahan laporan yang diterima dari
Agen Perubahan dan pengolahan
informasi yang diperoleh langsung di
lapangan 
Mekanisme monev secara khusus dapat
diatur oleh masing-masing satuan kerja

Tindak Lanjut
Hasil Monev

Berdasarkan hasil Monev, Pimpinan unit
kerja berkewajiban memberikan arahan
dan solusi kepada individu maupun
kelompok Agen Perubahan terhadap
permasalahan yang dihadapi Agen
Perubahan dalam mengimplementasikan
rencana tindaknya
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TATA NILAI 

Integritas

1
2

Kreatif &
Inovatif

3
Inisiatif 4

5
6

7

Pembelajar

Menjunjung
Meritokrasi

Terlibat 
Aktif

Tanpa
Pamrih
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TATA NILAI 
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PENGELOLAAN

Seleksi Agen
Perubahan

Penguatan
kapasitas Agen

Perubahan

Penetapan
 Agen

Perubahan

Penyusunan
Rencana Aksi 

 Agen
Perubahan

Monitoring dan
Evaluasi

 Pelaksanaan
Rencana Aksi
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AKTIVITAS

dalam peningkatan budaya kerja

INTEGRITAS Sosialisasi dan internalisasi
nilai-nilai integritas

KREATIF DAN
INOVATIF Menginisiasi adanya inovasi 

AKTIF Terlibat langsung dalam
pembangunan Zona Integritas

INISIATIF Melayani kebutuhan pemangku
kepentingan secara responsif

PEMBELAJAR
Mengikuti pengembangan
kapasitas individu maupun
kelompok

MERITOKRASI
Memastikan penilaian kinerja
sebagai dasar pemberian
penghargaan 

TANPA
PAMRIH

Melakukan tugas tambahan
dengan penuh dedikasi dan
komitmen



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2022


